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PROVINSISULAWESISELATAN 

PERA TURAN BUPATI BONE 
NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
BUPATI BONE, 

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07 /2020 tentang Rincian Bagi Hasil Cukai 
Tembakau menurut Kabopaten/Kota Tahun Anggaran 2021 ;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;  

:  1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )  sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;  



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); 



12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4090); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

20 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020; 

27. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ten tang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta 
pengadaan barang danjasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

28 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

30 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781 ) ;  

3 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2021 ;  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

35 .  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid- 
19) dan dampaknya; 



Menetapkan 

36. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7 /2020 tentang Penggunaan sebagian (Earmarking) 
Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone 
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 3); 

4 1 .  Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten 
Bone Tahun 2012 Nomor 1 ) ;  

42 . Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 .  

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut: 



1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
1 .  Pendapatan 

a. Semula Rp. 2.332.890.487. 998,00 

Bertambah/ (Berkurang) RQ. (27. 720.094.212200} 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.305.170.393. 786,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 2.887.637.961.953,00 

b. Bertambah/ (Berkurang) RQ. (18.077.672.008200} 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.869.560.289.945,00 

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (9.642.422.204,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1.  Semula Rp. 569. 7 4 7.4 73. 955,00 
2. Bertambah/ (Berkurang) RQ 9.642.422.204200 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 579.389.896.159,00 
b. Pengeluaran 

1 .  Semula Rp. 15.000.000.000,00 
2. Bertambah/ (Berkurang)) RQ. 0200 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan 

Rp. 564.389.896.159,00 

Rp. 0,00 

2. Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dalam lampiran Peraturan ini. 

3 .  Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap , orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Derah Kabupaten Bone. 

A. FAHSAR M. PADJALAN� 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal 25 Pebruari 2021 
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Diundangkan di Watampone 
Pada tanggal l"- Pebruari 2021 
SE ARIS DAERAH KABUPATEN BONE 

ANDI I LAMUDDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 

( 

\ 



PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) 

TOTAL APBD 2.902.63 7.961.953 2.884.560.289.945 (18.077.672.008) 
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122 LSMKOMPAK Jl. MH. Thamrin N0.12 R11 15.000.000 00 
123 KPMI-KPMB Jl. Cempalagi, Kel Bukaka Kee. T.RiattanR Rn 10.000.000,00 
124 IPMIBAR JL.Bougenville Raya No.16 R11 10.000.000,00 
125 LP2L BTN GRIYA Watampone Indah Blok C/16  Rn 10.000.000 00 
126 BPH-FORUM AKTIVIS MILENIAL Jln. MT. Harvono (Samplni Perkuburan Macananel R11 10.000.000,00 
127 KW ARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA Jln. Besse Kajuara Rn 125.000.000,00 
128 TOYOTA RETRO CLUB Btn. Oriya Darussalam Blok D no.12 Tanete Riattang Barat Rn 50.000.000,00 
129 HIMPUNAN MAHASISWA BONE UTARA Jln. Dr. Wahidin, Btn Mahkota 2 Ro 10.000.000,00 
130 KORPS. KOHATI Kabupaten Bone Ro 10.000.000 00 
131  GESPERA IAIN WATAMPONE Ro 10.000.000,00 

JUMLAH HmAH PADA SUB KEGIATAN Rn 590.000.000,00 

JUMLAH HmAH PADA SKPD I RD 1.821.967.555,00 
·' TOTAL l l.6.82-L967.556,00 ' .. - J ' , 

. 
I 

Watampone, 26 Februari 2021 
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KABUPATEN BONE 
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT 
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, 

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Lampiran I Peraturan Bupati Bone 

Nomor 07 Tahun 2021 

Tanggal : 26 Februari 2021 

Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) 

6.1 .04.01.06 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 
500.000.000.000 500.000.000.000 0 undangan�angkaPaajang 

6.1.04.01.06.0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 
500.000.000.000 500.000.000.000 0 undangan-Jangka Panjang 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 569.747.473.955 579.389.896 .159 9.642.422.204 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000 15.000.000.000 0 

6.2.02 Penyertaan Moda l Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.000.000.000 15.000.000.000 0 

Pembiayaan Netto 554.747.473.955 564.389.896 .159 9.642.422.204 
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2) BARANG 

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN 
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH 

Lampiran I l l  :  Peraturan Bupati Bone 
Nornor 07 Tahun 2021 
Tanggal : 26 Februari 2021 

No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk 
Sebelum Sesudah 

Bertambah/(Berkurang) 
Perubahan Perubahan 

2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 

Bantuan Buku Perpustakaan 
[?] lbu dan Anak 25.000.000 25.000.000 (100.000.000} 

Spesifikasi : 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 25.000.000 25.000.000 (100.000.000) 

Pengadaan Bantuan Buku 
[?] Komunitas Baca 50.000.000 50.000.000 (100.000.000) 

Spesifikasi : 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 75.000.000 75.000.000 (100.000.000) 

Pengadaan Bantuan Buku 

[?] 
Perpustakaan Desa I Kelurahan 

0 200.000.000 (100.000.000) 
Spesifikasi : Bantuan Buku 
Perpustakaan 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 75.000.000 275.000.000 (100.000.000) 

Jumlah Hibah Pada SKPD 250.000.000 650.000.000 (100.000.000) 

J umlah Total 75.000.000 275.000.000 200.000.000 
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